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PUTUSAN
Nomor 1266/Pdt.G/2016/PA_ Tmk
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan perkara cerai falak antara:

I . 24 tshun, agama lsiam,

pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMK, tempat kediarman
di Jalan Margabakti RT.005 RW. 001 Kelurahan Margabakfi
Kacamatan Cibeuraum Keta Tasikmalaya, sebagai Pemohon;
melawan
I - 2 tahun, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMK, tempat
kediaman di Sindangsari RT.003 RW. 001 Kelurahan Sumelap
Kecamatan Tamansari Kota Tasikmaiaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mampefajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukt  di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohen dengan suratl permohonannya tanggal 01 September

2016 telah mengajukan permohanan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor

1266/Pat. G/2016/PA.TmK, tanggal Q01 September 2016, dengan dalil-dalil

sebagai berikut;

1. Bahwa pada fanggal 14 Aprl 2014, Permohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, tercatat
sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomar @ 177/12/iV/2014, Tanggal
14 April 2014,
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Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohan dengan Termohon berternpat
tinggat di rumah ocrangtua Termohon dan selama pernikahan tersebut
Femohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

Bahwa kurang lebih sejak Juni 2015 rumah tangga Pemochon dengan
Termohon mulai retak, dikarenakan sudah tiadanya kehammenisan;

Bahwa FPenyebab ketidakharmonisan flersebut dikarenakan termohon
memiliki rasa cembury yang berebih terhadap pemohon, dan diduga
termohon telah memiliki pria idaman lain bahkan termohon berencana akan
menikah dengan pria daman lain fersebul. sehingga pemonhon tidak
menerima keadaan tersebut;

Bahwa, pada puncaknya akibai sering ferjadinya perselisihan dan
pertangkaran tersebut sejak Februari 2016 telah sehingga menyebabkan
pisah rumah selama Kurang lebih 6 (enam) bulan;

Bahwa Pemahon telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah
tangga dengan Termohon dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi fidak
berhasil;

Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk
hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohan dan apabila rumah
tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madiarat daripada
masiahatnya;

Berdasarkan alasan/dalil-galil diatas, gugatan Pemahon telah memenuhi

alasan perceraian, maka Pemshon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi

Mengabulkan gugatan Pemohan ;

2 Memberi izin kepada Pemonon [

untuk menjatuhkan talak satu ra'i terhadap Termehon (NG

_ di depan sidang Pengadilan Agama Kota

Tasikmalaya;

3. Membebankan biaya dalam perkara ini;

Afau apabila Pengadilan berpendapat 1ain mohon putusan yang seadil-

adilnya;
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Bahwa pada han sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termchon tidak datang menghadap
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakilfkvasa hukumnya maskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 1286/Pdt. G/2016/PA Tmk tanggal 13 September 2016
dan 30 September 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabxan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak berceral dengan Termohon, tetapi Pemochon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termoben tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pamohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

(Pemohon) Nomor : || Tangoar 011122015 yang

dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmataya, Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

b. Folokopi Kutipan Akta Nikah Nomor © 177/12/W/2014 Tanggal 14 April
2014 vyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tamansari Kota Tasikmalaya, Bukti surat tarsebut telah diberi meterat
cukup dan tefah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1 _ umnur 20 tahun, agama !slam, pekerjaan Wiraswasta,
tampat kediaman di Kp. Cibalong Tasik RT 01 RW 12, Kelurahan
Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kota Tasikmalaya, dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemchon sebagai adik ipar;
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- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada
14 April 2014;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemgchon dan Termohon hamun
belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awatnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sefak Juni 2015, sudah tidak rukun lagi sering terjadi
periengkaran;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
tersebut pernah dilihat dan didengar langsung;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemaohon dan Termchon disebabkan
karena Termohcn memiliki pria idaman lain;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohan dan Termohon sudah
pisah rumah sejak selama & bulan sampal dengan sekarang dan
sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemchon dan Termghon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemchon dan Termohon
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bargerai:

2 I o 50 tahun, agama islam, pekerjaan

Buruh, tempat kediaman di Jl. Anyar RT 0% RW 01, Kelurahan

Margabakti, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohan dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung,;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada 14 April 2014;

- Bahwa, saksi mengetahul dari perkawinan Pemohon dan Termohon
namun belum dikaruniai keturunan,

- Bahwa, saksi mengetahui rumaf tangga Pemohan dan Termohon
sudah tidak lagi hammonis, sering terjadi perselisihan dan
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pertengkaran Juni 2015 yang mengakibatkan antara Pemohen dan
Termohon sudah pisah rumah sejak selama & bulan sampai
dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan
Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemaohon dan Termehon
tersebut pernah dilihat dan didengar langsung;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisinan dan pertengkaran
Pemohon dan Termohen disebabkan karena Termohon memilik
pria idaman lain;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasir;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pamohon dan
Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai:

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada permohenan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan
Pemohon:

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisabikan
dan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemahon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Menimbang, tahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
sesual ketentuan Pasal 26 ayat {1} Peraturan Pemerintah Momor 9 Tahun
1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh kKarena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohcn (verstek);
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
tetah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomer 50 Tahun 20089, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah benusaha
semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina
rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berbasil, oleh
karea itu perkara ini harus segera diputuskan,

Menimbang, bahwa oleh karena Termahon tidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara aguo, maka Maielis tidak dapat memerintahkan
para pinak untuk melaksanakan mediasi karena safah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 7 ayat {1) Peraturan Mahkamah Agung Republix
Indonesia Nomor 1 tahun 2008

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat {1) HIR. yaity
putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membeban
Pemchen untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii pemmohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokepi Kartu Tanda Penduduk} yang
merupakan akta otentik, tetah bermeterai cukup, bemazegekn dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon,
sehingga sejalan dengan kKetentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan matenil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskrachi);

Menimbang, bahwa bukli P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akia otentik, telah bermaterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon
dan Termchon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (voffedig en
bindende bewijskrachhy;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomgor 8 Tahun 1575 Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
istert itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat
Pemohon dan atau Termobon sesuzi dengan Pasal 22 ayat {2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 15875 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuht syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon sara mengenai keadaan rumah tangga Pemobon dan
Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohgon, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat
Pemohon dan atau Termchon sesual dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor @ Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum lslam. Saksi
2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan
Pemahon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termehon, adalah fakia yang pemah dilihat dan didengar langsung dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut talah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah dratur dalam
Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasai 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2
Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berifost:
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4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohan dan
Termonon, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, rumnah tangga Pemchon dan Termohon telah pecah (marriage
treakdown) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohan
sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onhee! boar
fweespall);

6. Bahwa alasan perceraian Pemghon tidak disebabkan suatu perbuatan
yvang melawan hukum;,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat
mengkaohstituir sebagai berikut,

I. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama isiam dan Termohon
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadiian Agama Kota
Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat {1} dan (2), jo.
pasal 73 ayat (1} Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Momor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nemor 50 Tahun 2008, jo. Pasal 63 ayat
(1) Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor @ Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat {1) Kompilasi Hukum
Islam, perkara ini merupakan kempetensi relatif Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

(2]

Bahwa Pemohon dengan Termchon adalah suami isteri yang sah dan

betum pemah tefjadi perceraian menurut hukum dan perundang-

undangan yang beniaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai

hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam  sengketa

perkawinan dalam perkara ini {persona sfandi in judicio), dan perkara ini
menjadi kampetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan
tefah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4.  Bahwa sudah ada upaya yang maksimal uniuk merukunkan Pemohen dan
Termohon, akan tetapi Pemohen menyatakan tetap bersikukuh untuk
bercerai dengan Termohor;

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan

untuk dipertahankan lagi (onheef baar itweespaif), sehingga tujuan
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pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an
Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari
pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada
mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah;

cliaall el e adlia Suldall g s

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan'

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta
hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum lIslam, sehingga permohonan
Pemohon patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum (onrechimatige daad), maka sesuai Pasal 125 (1)
HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek,

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan
catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum
pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan

dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan

Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu

rajl terhadap Termchon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota

Tasikmalaya;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh
seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum
dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan
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bilama mana masa iddah tetah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat
hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal B4 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 208 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nemor 50 Tahun
2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
diperintahkan untuk menginmkan salinan penstapan ikrar talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemochon dan
Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masyk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 82 ayat {1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 fentang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADIIL.|

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir,
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon [
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termc-hon_
_ di depan sidang Pengadilan Agama Kcota

Tasikmalaya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk
mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecarnatan Tamansan Kota Tasikmalaya, dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota
Taslkmalaya untuk dicatat datam daftar yang tersedia untuk itu ;
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5. Membebankan kepada Pemchon untuk membayar biaya perkara sejumiah
Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 5 Muharam 1438 Hijryah, oleh kami Supian Daelani, S.Ag.,
MH. sebagai Ketua Majelis, Toha Marup, S.Ag., MA. dan Asep Ridwan
Hotoya,S.HI. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Ervina Oktriani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

a Majelis

Hakim Anggota
Vil B,
Toha Marup, S.Ag., MA.
Hakim Anggota

‘ Supian Daelani, S.Ag., MH.

Asep Ridwan Hotoya,S.HI.,M.Ag.
Panitera Pengganti

\3 .
Ervina Qkttiani, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 40.000,-
3. Panggilan : Rp. 225.000,.-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. materai ; Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 306.000-

(tiga ratus enam ribu rupiah}
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